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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“Sukses tidak final, kegagalan tidak fatal: yang penting adalah keberanian 

untuk terus maju.”  

[Winston Churchill] 

 

 

“Janganlah kamu terus menipu diri sendiri. Orang yang menipu diri sendiri 

tidak akan mencapai apa-apa.” 

[Galatia 6:7] 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang sangat maju bahkan hingga masuk ke tahap 

revolusi industri 4.0 menjadikan banyak hal sangat mudah dijangkau namun banyak 

sekali yang disalahgunakan untuk menguntungkan diri sendiri dan menjurus kepada 

hal tindak pidana. Kejahatan tindak pidana pada masa perkembangan teknologi ini 

terjadi disemua lini kehidupan, tidak terkecuali di sektor keuangan. Salah satu hal 

yang maju di sektor keuangan adalah munculnya financial Technology atau fintech. 

Fintech adalah kombinasi perkembangan teknologi informasi yang modern 

dan model bisnis yang inovatif dalam hal produk keuangan1. Hal ini membuat 

proses transaksi keuangan menjadi lebih praktis yang membuatnya mendapatkan 

banyak dari masyarakat Indonesia. 

Fintech memiliki banyak produk yang memudahkan Masyarakat seperti 

transfer, pembayaran, peminjaman uang, investasi, dan perencanaan keuangan. 

Diantara produk fintech tersebut yang mendapatkan perhatian paling banyak adalah 

produk pinjaman uang online atau pinjol. Pinjaman online yang berbasis aplikasi 

atau website online yang menjadi tempat bertemunya kreditur dan debitur guna 

melakukan perjanjian pin jam-meminjam dengan menggunakan mata uang rupiah 

 

1 Buckley R. P. and Webster S., ‘Fin-Tech in Developing Countries : Charting New 

Customer Journeys J Capco Inst J Finance Transform’ (2016) 44 Journal of Financial 

Transformation 1, 19. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2850091 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2850091
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melalui jaringan internet2. 

Proses peminjaman uang melalui fintech jika dibandingkan dengan proses 

peminjaman uang melalui bank konvensional lebih fleksibel dan lebih mudah untuk 

memenuhi persyaratannya dikarenakan proses administrasi pada pinjaman online 

hanya ktp dan pengisian formulir identitas diri dan swafoto, sedangkan pada bank 

konvensional selain pendaftaran secara administrasi haruslah ada agunan. Hal ini 

menjadikan masyarakat yang membutuhkan dana dalah jumlah tidak terlalu besar 

sangat mudah untuk mendapatkannya. 

Selain memberikan kemudahan kepada masyarakat, ternyata pinjaman 

online atau pinjol tersebut juga banyak menimbulkan permasalahan. Ditengah 

pertumbuhan fintech yang terdaftar secara resmi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) sebagai perusahaan yang resmi melakukan jasa layanan 

keuangan pinjaman online, ternyata terdapat juga fintech ilegal yang meminjamkan 

uang secara ilegal kepada masyarakat. Adapun perbedaan terhadap pinjaman online 

legal dan pinjaman online ilegal adalah sebagai berikut: 

1) Pinjaman online legal merupakan Perusahaan fintech yang terdaftar resmi 

dan diawasi lansung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terutama dalam 

hal pemberian produk pinjam-meminjam, selain itu pengurus dari 

pinjaman online tersebut juga didata lansung oleh OJK. Pinjaman online 

 
2 Afiudina, Ummie Tsabita Ananda, Arfianna Novera, Neisa Angrum Adisti, Ayu Puspasari, 

‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman 

Online’. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol.11 No.1 Mei 2022. 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1822 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1822
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legal dilakukan secara transparan mengenai biaya pinjaman dan  denda.  

2) Pinjaman Online ilegal tidak ada izin resmi dan tidak terawasi oleh OJK, 

pengurus dan informasi mengenai Perusahaan tersebut pun tidak  didata 

oleh OJK. Proses pengajuan dari pinjaman online ilegal tidak ada 

transparansi mengenai biaya pinjaman, bunga ataupun denda, dan 

biasanya tidak ada batasan mengenai denda ataupun biaya. 

Catatan OJK periode 2019-2021 menjelaskan terdapat 19.711 aduan 

terhadap pinjaman online ilegal, dalam hal ini 9.270 kasus atau 47,03 persen dari 

total kasus yang diadukan merupakan bagian dari pengaduan berat, dan 10.441 atau 

52,97 persen merupakan bagian dari pengaduan pelanggaran ringan atau sedang3. 

Banyaknya laporan terhadap pinjaman online ilegal adalah karena pencairan 

pinjaman tanpa persetujuan pemohon; ancaman penyebaran data pribadi; penagihan 

kepada seluruh kontak HP dengan teror/intimidasi; dan penagihan dengan kata-kata 

kasar dan pelecehan seksual4. Sedangkan, dalam periode Januari-Juni 2023 terdapat 

4.182 pengaduan masyarakat terkait pinjaman online ilegal5. Dan pada tahun 2022 

OJK Sumatera Selatan terdapat 4.269 yang berada di regional Sumatera Selatan6. 

 
3 Aziz Rahadian, 2021. Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran 

Berat, https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai- 19711-kasus-

hampir-separuhnya-pelanggaran-berat, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023. 
4 Ibid. 
5 Rika Anggraeni, 2023. Satgas OJK Terima Lebih dari 4.000 Aduan Pinjol Ilegal per 30 

Juni 2023, https://finansial.bisnis.com/read/20230707/563/1672709/satgas-ojk-terima-lebih-dari- 

4000-aduan-pinjol-ilegal-per-30-juni-2023, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023. 
6 Septi, 2022. Ini Data Lengkap 4.269 Pinjol Ilegal yang Berhasil Diinput OJK Sumsel 

https://palpos.disway.id/read/637363/ini-data-lengkap-4269-pinjol-ilegal-yang-berhasil-diinput- 

ojk-sumsel, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023. 

 

https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat
https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat
https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat
https://finansial.bisnis.com/read/20230707/563/1672709/satgas-ojk-terima-lebih-dari-4000-aduan-pinjol-ilegal-per-30-juni-2023
https://finansial.bisnis.com/read/20230707/563/1672709/satgas-ojk-terima-lebih-dari-4000-aduan-pinjol-ilegal-per-30-juni-2023
https://palpos.disway.id/read/637363/ini-data-lengkap-4269-pinjol-ilegal-yang-berhasil-diinput-ojk-sumsel
https://palpos.disway.id/read/637363/ini-data-lengkap-4269-pinjol-ilegal-yang-berhasil-diinput-ojk-sumsel
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Hal yang diperhatikan dalam hal ini adalah penyebaran data pribadi dan penagihan 

kepada seluruh kontak data, yang dimana jika disimpulkan pinjaman online ilegal 

melakukan pencurian data debitur seperti kontak ponsel dan melakukan penyebaran 

data debitur guna melakukan penagihan. Banyaknya pengaduan masyarakat terkait 

pinjamman online dan banyaknya masyarakat yang menggunakan pinjaman online 

mengartikan bahwa pinjaman online ilegal memiliki dua potensi risiko yaitu 

keamanan data debitur dan kesalahan transaksi. 

Secara umum, identitas pribadi peminjam diminta guna proses administrasi 

pengajuan pinjaman online dan untuk memastikan kesesuaian antara foto dan nama 

yang dicantumkan dengan nama yang ada di aplikasi. Namun dalam banyaknya 

kasus yang terjadi, hal tersebut digunakan untuk mengintimidasi Ketika terjadinya 

keterlambatan pembayaran. Selain itu, banyak juga terjadi penagihan kepada 

kontak yang ada di ponsel juga dihubungi untuk melakukan penagihan dan 

seringkali akses kontak tersebut dilakukan secara ilegal. 

Data pribadi adalah keterangan yang benar dan nyata atas diri seseorang, 

sehingga dapat mengidentifikasikan orang tersebut. Hal ini juga telah ditegaskan 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada Pasal 1 Angka 1 Undang – 

Undang Nomor 27 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Data Pribadi adalah data 

tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara 

tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun 

tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Tindakan 

pengambilan data pribadi debitur adalah salah satu bentuk perbuatan melawan 

hukum, perbuatan tindak pidana dan pelanggaran HAM. Maka dari itu data pribadi 
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dibutuhkan perlindungan guna memastikan tujuan pengumpulan data tersebut 

digunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal ini, penegakan hukum 

merupakan cara terbaik untuk melindungi subjek hukum dari penggunaan 

terlarang7. 

Peningkatan pertumbuhan teknologi terjadi di satu dekade terakhir, namun 

terdapat kekosongan hukum terkait perlindungan data pribadi dan baru disahkan 

pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 yaitu Undang- Undang Nomor 27 tahun 2022 

tentang Perlindungan Data Pribadi, pada undang- undang tersebut diatur mengenai 

ketentuan dalam pasal 65 ayat (1) menjelaskan “Setiap Orang dilarang secara 

melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan 

miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang 

dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.”8 Hal ini menjurus kepada 

pencurian data pribadi orang lain. Dan pasal 65 ayat (2) menjelaskan “Setiap Orang 

dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan 

miliknya.”9 Pada pasal 65 ayat (2) ini menjurus kepada menyebarkan data pribadi 

orang lain. Pada pasal 67 ayat (1) dan (2) dijelaskan tentang ketentuan pidananya 

yang pada ayat (1) menjelaskan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan 

 
7 Kurniawan, Dea Annisa., 2021. Perlindungan Hukum bagi Bank dalam Eksekusi Objek 

Hak Tanggungan oleh Pengadilan (Studi Penetapan Nomor 41/EKS/Ht/2004/PN.Mdn). Repository: 

Universitas Medan Area. 

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15949/1/168400129%20-

%20Dea%20Annisa%20Kurniawan%20-%20Fulltext.pdf 
8 Indonesia, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022, UU tentang Perlindungan Data 

Pribadi, Lembaran Negara 196 Tahun 2022 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820. Pasal 65 

Ayat (1) 

9 Indonesia, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022, UU tentang Perlindungan Data 

Pribadi, Lembaran Negara 196 Tahun 2022 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820. Pasal 65 Ayat 

(2) 

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15949/1/168400129%20-%20Dea%20Annisa%20Kurniawan%20-%20Fulltext.pdf
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hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan 

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat 

mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”10 Pasal 67 

Ayat (1) berikut menjelaskan tentang ketentuan pidana terhadap pasal 65 Ayat (1). 

Kemudian pada Pasal 67 Ayat (2) menjelaskan “Setiap Orang yang dengan sengaja 

dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”11 Ketentuan pidana ini berkaitan 

dengan peraturan pada pasal 65 ayat (2) yang menjurus kepada penyebaran data 

pribadi orang lain. Sebelumnya hal mengenai data pribadi ini diatur dalam Undang- 

Undang No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik yang sudah tidak berlaku lagi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 

No 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau 

Informasi Pribadi Konsumen12. 

 
10 Indonesia, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022, UU tentang Perlindungan Data 

Pribadi, Lembaran Negara 196 Tahun 2022 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820. Pasal 67 Ayat 

(1) 

11 Indonesia, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022, UU tentang Perlindungan Data 

Pribadi, Lembaran Negara 196 Tahun 2022 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820. Pasal 67 Ayat 

(2) 

12 Firmansyah, M. Julnis. 2022. UU PDP Disahkan, Pemalsu Data Pribadi 

Diancam Denda hingga Rp6 Miliar. https://nasional.tempo.co/read/1646858/uu-

pdpdisahkan-pemalsu-data-pribadi- diancam-denda-hingga-rp6-miliar, diakses 

pada tanggal 30 Januari 2023 



7 

 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP 

PENCURIAN DAN PENYEBARAN DATA DEBITUR OLEH PINJAMAN 

ONLINE ILEGAL DI POLDA SUMATERA SELATAN” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap 

Pencurian dan Penyebaran Data Debitur oleh Pinjaman Online Ilegal di POLDA 

Sumatera Selatan, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pencurian dan 

penyebaran data debitur oleh pinjaman online ilegal di POLDA 

Sumatera Selatan? 

2. Bagaimana perlindungan hukum dari POLDA Sumatera Selatan 

terhadap pencurian dan penyebaran data debitur oleh pinjaman online 

ilegal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, tujuan 

yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana yang dilakukan POLDA 

Sumatera Selatan terhadap pencurian dan penyebaran data debitu oleh 

pinjaman online ilegal 

2. Untuk menganalisis dan merumuskan perlindungan hukum dari 

POLDA Sumatera Selatan terhadap pencurian dan penyebaran data 
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debitur oleh pinjaman online ilegal 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan penulis diatas, maka 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menambah wawasan serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan penulis dan pembaca nantinya. Hal ini dapat kita ketahui 

dimana kejahatan ini akan semakin sering terjadi karena pesatnya 

perkembangan teknologi namun minimnya pengetahuan terhadap hal itu. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau 

kontribusi kepada masyarakat, aparat penegak hukum, para praktisi 

hukum, maupun penyelenggara terkait bahayanya tindak pidana 

pencurian dan penyebaran data debitur oleh pinjaman online ilegal. 

E. Ruang Lingkup 

Pembahasan permasalahan yang akan diteliti ini dibatasi dalam ruang 

lingkup mengenai Penegakan dan Perlindungan Hukum yang berdasarkan pada 

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas 

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas 

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, dan Undang – Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data 
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Pribadi. 

F. Kerangka Teori 

Dalam melakukan penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Pidana 

Terhadap Pencurian dan Penyebaran Data Debitur oleh Pinjaman Online Ilegal di 

POLDA Sumatera Selatan, maka penulis menggunakan dua (2) teori yaitu: 

1) Teori Penegakan Hukum 

Penegakan Hukum dapat dapat diartikan sebagai penyelenggaran 

hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai 

keharusan dalm kepentingan sesuai wewenang masing-masing menurut 

peraturan hukum yang berlaku. Penegakan Hukum Pidana merupakan satu 

kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, 

peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.13  

Soerjono Soekanto menjabarkan bahwa penegakan hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah- 

kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir 

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup. 14 

Dalam penegakan hukum, soerjono soekanto menjelaskan ada 5 

(Lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah sebagai 

 
13 Wheny, Novi Dwi Ria. (2017). Penegakan Hukum Bagi Penyalahguna Narkoba Saat 

Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polres Bangil). Skripsi, Malang; Universitas Muhammadiyah 

Malang. https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37704/1/jiptummpp-gdl-novidwiria 
14 Soerjono Soekanto, 2016, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Cetakan Ke 14. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 35 

https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37704/1/jiptummpp-gdl-novidwiria
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berikut:15  

A. Faktor Hukumnya Sendiri, Undang – Undang yang dibuat oleh 

Pemerintah Pusat atau Daerah. 

B. Faktor Penegak Hukum, Pihak – Pihak yang membentuk ataupun  

menerapkan hukum. 

C. Faktor Sarana dan Prasarana atau Faktor yang mendukung Penegakan 

Hukum. 

D. Faktor Masyarakat, yakni wilayah Dimana hukum diterapkan. 

E. Faktor Kebudayaan, yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan 

pada dasar manusia didalam pergaulan hidup. 

Hal – Hal yang mengaitkan antara penelitian “Penegakan Hukum 

Pidana Terhadap Pencurian dan Penyebaran Data Debitur Oleh Pinjaman 

Online Ilegal di POLDA Sumatera Selatan” yaitu banyaknya kesalahan dalam 

penegakan hukum pada negara Indonesia terutama dalam hal cybercrime 

yang merupakan masih kurang dalam penerapannya yang bertujuan untuk 

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup  

atau hukum. 

2) Teori Penanggulangan Kejahatan 

Teori Penanggulangan Kejahatan atau Upaya penanggulangan 

kejahatan adalah bagian integral dari Upaya perlindungan Masyarakat (social 

defense) dan Upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Kebijakan 

 
15 Ibid, Hal. 36 
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penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga dengan politik criminal 

memiliki tujuan utama yang pasti adalah “perlindungan Masyarakat untuk 

mencapai kesejahteraan Masyarakat”. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan 

tersebut merupakan kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). 

Politik Kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian dari kebijakan 

sosial yaitu kebijakan atau Upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.16 

Upaya Penanggulangan Kejahatan perlu ditempuh dengan beberapa 

kebijakan, dalam artian:17 

a. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial. 

b. Ada keterpaduan antara Upaya penggulangan kejahatan dengan penal 

(pemberantasan) maupun non penal (pencegahan) 

Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan perlu di terapkan agar 

kejahatan dalam hal cybercrime yang kurang masih dipahami dapat dikurangi 

terutama untuk pencurian dan penyebaran data debitur atau nasabah atau 

konsumen yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal yang sedang naik daun 

karena makin tingginya gaya hidup namun pendapatan yang sedikit sehingga 

membuat mereka melakukan pinjaman online bahkan hingga ke pinjaman 

online ilegal. 

G. Metode Penelitian 

 
16 Barda Nawawi Arief, 2017, Cetakan Ke-6, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana 

(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm.2. 
17 Wibowo, Rahadian. (2017). Tinjauan Yuridis Sosiologis Upaya Penanggulangan 

Penyalagunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten 

Malang). Skripsi, Malang; Universitas Muhammadiyah Malang. 

https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37771 

https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37771
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Metodelogi Penelitian merupakan ilmu yang menjelaskan tentang langkah-

langkah melakukan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan logis sehingga 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang 

digunakan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis 

Empiris. Penelitian Empiris merupakan data penelitian ini mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi dalam kenyataan nya 

di masyarakat. Dan Penelitian Yuridis merupakan penelitian yang mengacu 

pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang 

digunakan. 

2. Pendekatan Penilitian 

a. Pendekatan Perundang-undangan  

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) biasanya dipakai 

untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya 

masih terdapat kekurangan atau malah melancarkan praktek penyimpangan 

baik dalam pelaksanaan secara teknis atau pemakaiannya dilapangan. 

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-

undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang 

sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini contohnya dilakukan 

dengan mempelajari konsistensi/keselarasan antara Undang-Undang Dasar 

dengan Undang-Undang, atau antara Undang -Undang yang satu dengan 
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Undang-Undang yang lain.18 

b. Pendekatan Yuridis Sosiologis 

Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data 

sekunder sebagai data yang awal untuk penelitian dan dilanjutkan dengan data 

primer atau data lapangan atau penelitian yang berusaha mengkaji efektivitas 

suatu undang-undang dan keterkaitan dengan berbagai gejala yang ada 

dimasyarakat.19 Pada penelitian ini untuk melakukan penegakan hukum 

pidana terhadap pencurian dan penyebaran data debitur oleh pinjaman online 

ilegal di POLDA Sumatera Selatan. 

3.   Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Provinsi Sumatera Selatan yang 

tepatnya di POLDA Sumatera Selatan. Dipilihnya lokasi ini dikarenakan 

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia 

yang memungkinkan terdapatnya kantor Pinjaman Online  Ilegal dan juga pada 

tahun 2022 terdapat 4.269 Pinjaman Online Ilegal yang dicatatkan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan Sumatera Selatan. 

4. Sumber Data 

a) Data Primer 

Data Primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara 

 
18 Saiful Anam & Partners, 2017. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) 

dalam penelitian hukum. https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-

approach-dalam-penelitian-hukum/ diakses pada tanggal 06 September 2023  
19 Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-8. 

Hlm.31 

https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/
https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/
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langsung atau data yang masih asli seperti apa adanya. Data yang diperoleh 

langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian baik dengan wawancara 

(interview) terhadap narasumber. 

b) Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari  dokumen - dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan peraturan 

perundang-undangan. 

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu : 

a) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara No. 58, Tambahan Lembaran 

Negara No.4843). 

b) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas 

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 No. 251, 

Tambahan Lembaran Negara No. 5952). 

c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua 

atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 No. 1, Tambahan 

Lembaran Negara No. 6905). 
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d) Undang – Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data 

Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 No.196, Tambahan Lembaran 

Negara No.6820) 

2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang tidak memiliki 

kekuatan mengikat secara yuridis seperti hasil penelitian, jurnal, 

buku/literatur, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.  

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat melengkapi 

sumber bagi penulis seperti Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.  

5. Populasi dan Sampel 

Dalam pemenuhan data dan informasi, maka di perlukan informan 

penelitian untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu 

hal kepada peneliti.  

a) Populasi 

Populasi dalam proses penelitian merupakan pokok utama yang harus 

diperhatikan karena populasi merupakan sumber informasi. Populasi yang 

diambil oleh peneliti adalah Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan. 

b) Sampel 

Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah mengetahui penarikan populasi 

dalam penelitian karena tahap sampel merupakan objek dari populasi yang 

diambil. Maka dari itu, sampel yang ingin diwawancarai oleh peneliti adalah 

Penyidik Tindak Pidana Siber POLDA SUMSEL. Wawancara terhadap 

sampel dilakukan dengan Teknik Purposive Sampling adalah teknik 
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penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, Artinya pengambilan 

sampel didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah 

dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti.20 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan dua (2) data jenis data 

yang dilakukan, yaitu : 

a. Data Primer 

Teknik Pengambilan Data pada data primer adalah dengan melakukan 

wawancara kepada sampel-sampel bersangkutan yang dijelaskan pada bagian 

populasi dan sampel penelitian. 

b. Data Sekunder 

Teknik Pengambilan Data pada data sekunder adalah dengan melakukan studi 

pustaka yang didapatkan melalui buku, jurnal, ataupun undang – undang. 

7. Teknik Pengolahan Data 

Untuk mengolah data-data yang diperlukan nantinya digunakan beberapa 

teknik pengolahan data, yaitu:  

a. Editing adalah tahapan Penulis untuk mengedit atau melakukan 

pemeriksaan dari data yang telah dikumpulkan dengan memeriksa 

 
20 Jilhansyah Ani, Bode Lumanauw, Jeffry L. A. Tampenawas, 2021. “PENGARUH 

CITRA MEREK, PROMOSI DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN KONSUMEN PADA E-COMMERCE TOKOPEDIA DI KOTA MANADO” 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Vol 9 Nomor 2, Tahun 2021. 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/38284 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/38284
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kelengkapan jawaban responden, dan kejelasan makna jawaban. Pada tahap 

ini apabila ada jawaban yang masih janggal atau tidak lengkap maka akan 

dikembalikan atau ditanyakan kembali ke responden. 

b. Deskripsi adalah Penulis menggambarkan dan menguraikan hasil 

penelitian dalam bentuk uraian dengan bahasa yang sesuai dan mudah 

dipahami oleh pembaca. 

8. Teknik Analisis Data 

Dalam Penelitian ini langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan dan 

menyusun data serta informasi yang didapatkan dari instrumen penelitian, 

kemudian disusun dan diatur berdasarkan  pengelompokan yang sesuai dengan 

tiap-tiap  pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil 

dikumpulkan, diteliti menyangkut kejelasannya, konsistennya, dan 

hubungannya dengan pokok masalah kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal 

umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, 

metode yang penulis lakukan adalah metode Deskriptif Kualitatif, yakni 

metode yang bertujuan untuk menjelaskan secara utuh dan mendalam mengenai 

kenyataan sosial dan berbagai fenomena yang ada pada masyarakat yang 

menjadi subjek penelitian sehingga secara rinci menggambarkan ciri, karakter, 

sifat, dan model dari fenomena yang diteliti tersebut.21 

 

 
21 Gamal Thabroni, 2022. Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik & Jenis. 

https://serupa.id/metode-penelitian-kualitatif/ diakses pada tanggal 7 September 2023 
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9. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah menggunakan metode 

induktif yaitu suatu proses berfikir untuk menyatakan/menyimpulkan suatu 

kebenaran yang dilakukan berdasarkan pada titik tolak hal-hal yang bersifat 

khusus, kemudian dari hal-hal yang bertitik tolak pada hal-hal yang khusus 

tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan kebenaran yang sifatnya 

umum/universal.22 

  

 
22 Agus Suyitno., “Induktif, Deduktif, Dan Abduktif”., Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan., UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2018, hal. 4 
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